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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas green financing dalam 

mendukung transisi ekonomi berkelanjutan di negara berkembang. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengidentifikasi peran green financing dalam mendorong investasi 
hijau, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), dan mempromosikan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
studi literatur komprehensif, yang mengkaji berbagai studi empiris, laporan kebijakan, 
dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green financing 
memiliki peran krusial dalam menyediakan sumber daya finansial untuk proyek-
proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi 
berkelanjutan. Green financing berkontribusi pada pengurangan emisi GRK melalui 
investasi pada teknologi bersih dan inisiatif mitigasi perubahan iklim. Selain itu, green 
financing juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menciptakan 
lapangan kerja hijau dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi 
masyarakat miskin. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa green financing merupakan 
instrumen penting dalam mendorong transisi ekonomi berkelanjutan di negara 
berkembang. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, diperlukan kebijakan yang 
komprehensif, termasuk kerangka regulasi yang mendukung, insentif finansial, dan 
peningkatan kapasitas kelembagaan.  

  
Kata kunci: Green Financing, Transisi Ekonomi Berkelanjutan, Negara Berkembang, Investasi 

Hijau, Perubahan Iklim. 
 
 
Pendahuluan 

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi tantangan global yang 
mendesak, mengancam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia 
(IPCC, 2023). Negara-negara berkembang sangat rentan terhadap dampak perubahan 
iklim, seperti peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, perubahan pola 
curah hujan, dan kenaikan permukaan air laut (World Bank, 2009). Untuk mengatasi 
tantangan ini, diperlukan transisi menuju ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon 
dan berketahanan iklim. Transisi ini memerlukan perubahan mendasar dalam cara 
kita memproduksi, mengkonsumsi, dan mengelola sumber daya.  

Green financing, atau pembiayaan hijau, muncul sebagai instrumen penting untuk 
mendukung transisi ekonomi berkelanjutan (Taylor et al., 2008). Green financing 
mengacu pada investasi finansial yang mendukung proyek, kegiatan, dan inisiatif yang 
memberikan manfaat lingkungan. Ini mencakup berbagai instrumen keuangan, 
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seperti green bonds, pinjaman hijau, ekuitas hijau, dan investasi dampak lingkungan. 
Green financing memainkan peran krusial dalam menyediakan sumber daya finansial 
yang dibutuhkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, mempromosikan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) 
(Lipper et al., 2014).  

Namun, efektivitas green financing dalam mendukung transisi ekonomi 
berkelanjutan di negara berkembang masih menjadi perdebatan. Meskipun terdapat 
peningkatan investasi hijau, tantangan signifikan masih ada, seperti kurangnya 
kerangka regulasi yang mendukung, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan 
kurangnya kesadaran akan manfaat investasi hijau (Taylor et al., 2008). Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas green financing dalam 
mendukung transisi ekonomi berkelanjutan di negara berkembang, mengidentifikasi 
peran kunci, dan mengkaji tantangan yang dihadapi. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas green 
financing di negara berkembang.  

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menekankan kebutuhan 
untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan 
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (World Bank, 1992). 
Konsep ini didasarkan pada tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
Transisi ekonomi berkelanjutan memerlukan integrasi ketiga pilar ini dalam 
pengambilan keputusan dan kebijakan.  

Green financing adalah instrumen kunci untuk memfasilitasi transisi ekonomi 
berkelanjutan. Ini menyediakan sumber daya finansial untuk proyek dan kegiatan 
yang memberikan manfaat lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, 
transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 
(Taylor et al., 2008). Green financing dapat membantu mengurangi emisi GRK, 
mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan ketahanan 
terhadap perubahan iklim (Lipper et al., 2014).  

Terdapat berbagai instrumen green financing, termasuk green bonds, pinjaman hijau, 
ekuitas hijau, dan investasi dampak lingkungan. Green bonds adalah obligasi yang 
digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, sementara pinjaman 
hijau adalah pinjaman yang diberikan untuk proyek-proyek tersebut. Ekuitas hijau 
melibatkan investasi dalam perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor ramah 
lingkungan. Investasi dampak lingkungan berfokus pada menghasilkan dampak sosial 
dan lingkungan yang positif bersama dengan pengembalian finansial (Taylor et al., 
2008).  

Meskipun potensi besar, implementasi green financing di negara berkembang 
menghadapi sejumlah tantangan signifikan yaitu kerangka regulasi yang kuat, yang 
mencakup standar emisi, insentif finansial, dan kerangka kerja untuk penilaian risiko 
lingkungan, sangat penting untuk mendorong investasi hijau. Banyak negara 
berkembang masih kekurangan kerangka regulasi yang memadai (Kaufmann et al., 
2005). Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan: Kapasitas kelembagaan yang lemah, 
termasuk kurangnya keahlian teknis dan kapasitas untuk mengelola proyek-proyek 
hijau, menghambat implementasi green financing. Peningkatan kapasitas kelembagaan 
diperlukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek hijau dirancang, dikelola, dan 
dipantau secara efektif (O’Donnell, 1993). Kurangnya Akses terhadap Pembiayaan: 
Akses terhadap pembiayaan merupakan tantangan utama bagi proyek-proyek hijau di 
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negara berkembang. Keterbatasan pasar modal, tingginya biaya transaksi, dan 
persepsi risiko yang tinggi menghambat aliran modal ke proyek-proyek tersebut 
(Taylor et al., 2008). Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Kurangnya kesadaran 
dan pemahaman tentang manfaat green financing di antara pemangku kepentingan, 
termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, menghambat adopsi dan 
implementasi green financing (Lorenzoni et al., 2007).  

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji peran dan efektivitas green 
financing. Penelitian oleh (Elizondo Azuela & Barroso, 2012) menyoroti pentingnya 
desain instrumen kebijakan yang tepat untuk mempromosikan pengembangan energi 
terbarukan. (Watts et al., 2015) menyoroti peran kebijakan dalam melindungi 
kesehatan masyarakat dari dampak perubahan iklim. (Shrivastava, 1995) membahas 
peran korporasi dalam mencapai keberlanjutan ekologis, menyoroti pentingnya 
manajemen lingkungan yang berkualitas dan strategi kompetitif yang berkelanjutan. 
Penelitian lain, seperti (Mattoo et al., 2009) membahas tentang penyesuaian kebijakan 
perdagangan dan perubahan iklim.  

Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk memahami 
dinamika green financing dan transisi ekonomi berkelanjutan. Namun, masih ada 
kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang berfokus pada efektivitas green financing 
di negara berkembang yang spesifik, mengkaji tantangan yang dihadapi, dan 
memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. 
 
Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur komprehensif. Studi 
literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan mensintesis berbagai temuan 
dari penelitian sebelumnya, laporan kebijakan, dan publikasi ilmiah yang relevan. 
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, pola, dan 
kesenjangan pengetahuan dalam bidang green financing dan transisi ekonomi 
berkelanjutan.  

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Jurnal 
Ilmiah: Artikel dari jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi, yang telah melalui proses 
penelaahan sejawat (peer-review), yang membahas tentang green financing, pembangunan 
berkelanjutan, perubahan iklim, dan topik-topik terkait. Laporan Kebijakan: Laporan 
dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi internasional lainnya, yang 
membahas tentang green financing dan pembangunan berkelanjutan. Publikasi Ilmiah: 
Buku, bab buku, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. 
Studi Empiris: Studi empiris yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk 
mengkaji dampak green financing pada transisi ekonomi berkelanjutan.  

Prosedur pengumpulan data meliputi: Pencarian Literatur: Pencarian literatur 
dilakukan menggunakan basis data ilmiah, seperti Scopus, Web of Science, dan 
Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi: green financing, 
transisi ekonomi berkelanjutan, negara berkembang, investasi hijau, perubahan iklim, 
dan istilah-istilah terkait lainnya. Seleksi Literatur: Literatur yang relevan dipilih 
berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) fokus pada green 
financing dan transisi ekonomi berkelanjutan; (2) relevansi dengan konteks negara 
berkembang; (3) publikasi ilmiah yang berkualitas. Kriteria eksklusi meliputi: (1) fokus 
pada topik yang tidak relevan; (2) kualitas publikasi yang rendah.  
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Hasil dan Pembahasan 
Peran Green Financing dalam Mendukung Investasi Hijau 

Green financing memainkan peran krusial dalam menyediakan sumber daya 
finansial yang dibutuhkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Melalui berbagai 
instrumen keuangan, green financing membantu mendorong investasi pada sektor-
sektor yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi 
berkelanjutan (Taylor et al., 2008).  

Tabel 1 

Contoh Proyek yang Didukung oleh Green Financing di Negara 
Berkembang 

Negara Proyek Instrumen 

Green 

Financing 

Manfaat Lingkungan 

India Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya 

Green Bonds Mengurangi emisi 

GRK, diversifikasi 

energi 

Brasil Proyek Efisiensi 

Energi di Industri 

Pinjaman Hijau Mengurangi konsumsi 

energi, mengurangi 

emisi 

Afrika 

Selatan 

Proyek Transportasi 

Berkelanjutan 

Investasi 

Dampak 

Lingkungan 

Mengurangi emisi, 

meningkatkan kualitas 

udara 

 
Data pada Tabel 1, menunjukkan bahwa green financing memfasilitasi investasi 

pada proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan yang signifikan (Taylor et 
al., 2008). Misalnya, di India, penerbitan green bonds telah mendukung pembangunan 
pembangkit listrik tenaga surya, yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan 
diversifikasi sumber energi. Di Brasil, pinjaman hijau telah digunakan untuk 
membiayai proyek efisiensi energi di industri, yang mengurangi konsumsi energi dan 
emisi. Di Afrika Selatan, investasi dampak lingkungan telah mendukung proyek 
transportasi berkelanjutan, yang mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas udara.  

Namun, meskipun terdapat peningkatan investasi hijau, tantangan signifikan 
masih ada. Kurangnya kerangka regulasi yang mendukung, keterbatasan kapasitas 
kelembagaan, dan kurangnya akses terhadap pembiayaan menghambat aliran modal 
ke proyek-proyek hijau (Kaufmann et al., 2005).  

 
 
 

Kontribusi Green Financing terhadap Pengurangan Emisi GRK 
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Green financing secara langsung berkontribusi pada pengurangan emisi GRK 
melalui investasi pada teknologi bersih dan inisiatif mitigasi perubahan iklim. Investasi 
pada energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro, menggantikan 
penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi GRK. Investasi pada efisiensi 
energi mengurangi konsumsi energi dan, oleh karena itu, emisi GRK (Watts et al., 
2015).  

Tabel 2 
Dampak Green Financing terhadap Pengurangan Emisi GRK (Studi 

Kasus) 

Negara Proyek Pengurangan Emisi 

(Per Tahun) 

Sumber 

China Pembangkit Listrik 

Tenaga Angin 

5 juta ton CO2e (Elizondo Azuela & 

Barroso, 2012) 

India Proyek Efisiensi 

Energi 

2 juta ton CO2e (Taylor et al., 2008) 

 
Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa green financing memiliki dampak yang 

signifikan terhadap pengurangan emisi GRK. Misalnya, di China, investasi pada 
pembangkit listrik tenaga angin telah mengurangi emisi GRK sebesar 5 juta ton CO2e 
per tahun (Elizondo Azuela & Barroso, 2012). Di India, proyek efisiensi energi yang 
didukung oleh green financing telah mengurangi emisi sebesar 2 juta ton CO2e per tahun 
(Taylor et al., 2008).  

Namun, untuk memaksimalkan kontribusi green financing terhadap pengurangan 
emisi GRK, diperlukan kebijakan yang komprehensif. Ini termasuk penetapan harga 
karbon, standar emisi yang ketat, dan insentif untuk investasi pada teknologi bersih 
(Mattoo et al., 2009).  

 
Green Financing dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 

Green financing juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan 
menciptakan lapangan kerja hijau dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan 
bagi masyarakat miskin. Investasi pada energi terbarukan dan efisiensi energi 
menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor tersebut. Green financing juga dapat 
membantu meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat miskin 
melalui pengembangan produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan (Naraya 
et al., 2000).  

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 
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Dampak green financing terhadap penciptaan lapangan kerja hijau 

Negara Proyek Jumlah Lapangan 

Kerja yang 

Diciptakan 

Sumber 

Bangladesh Pemasangan Panel 

Surya Rumah Tangga 

50.000 (World Bank, 

2005) 

Kenya Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi 

5.000 (Eberhard et 

al., 2011) 

 
Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa green financing memiliki potensi besar 

untuk menciptakan lapangan kerja hijau. Misalnya, di Bangladesh, pemasangan panel 
surya rumah tangga yang didukung oleh green financing telah menciptakan 50.000 
lapangan kerja (World Bank, 2005). Di Kenya, pembangunan pembangkit listrik 
tenaga panas bumi telah menciptakan 5.000 lapangan kerja (Eberhard et al., 2011).  

Untuk memastikan bahwa manfaat green financing dirasakan oleh semua lapisan 
masyarakat, diperlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pengembangan 
keterampilan hijau, dan peningkatan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat 
miskin (Saito et al., 1994).  

Untuk meningkatkan efektivitas green financing dalam mendukung transisi 
ekonomi berkelanjutan di negara berkembang, beberapa implikasi kebijakan dan 
rekomendasi dapat diajukan. Pertama, diperlukan kerangka regulasi yang 
komprehensif dan konsisten. Kerangka ini harus mencakup standar dan pedoman 
yang jelas untuk proyek-proyek hijau, termasuk klasifikasi proyek yang memenuhi 
syarat, persyaratan pengungkapan informasi, dan mekanisme verifikasi independen 
(Taylor et al., 2008). Regulasi yang efektif akan memberikan kepastian bagi investor 
dan mengurangi risiko terkait greenwashing, sehingga meningkatkan kepercayaan 
investor dan mendorong investasi hijau. Selain itu, kerangka regulasi harus selaras 
dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, termasuk kebijakan 
energi, transportasi, dan pengelolaan sumber daya alam (World Bank, 1992). Hal ini 
akan memastikan bahwa green financing berkontribusi pada pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. 

Kedua, insentif finansial yang memadai perlu diberikan untuk mendorong 
investasi hijau. Insentif ini dapat berupa subsidi, keringanan pajak, atau jaminan kredit 
untuk proyek-proyek hijau (Elizondo Azuela & Barroso, 2012). Pemerintah juga dapat 
mempertimbangkan untuk memberikan insentif bagi lembaga keuangan untuk 
mengembangkan produk-produk green financing. Selain itu, pemerintah dapat 
menciptakan pasar untuk kredit karbon atau instrumen keuangan lainnya yang terkait 
dengan lingkungan untuk memberikan insentif tambahan bagi proyek-proyek hijau. 
Insentif finansial yang efektif akan mengurangi biaya investasi hijau dan meningkatkan 
daya tarik proyek-proyek tersebut bagi investor. 

Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan sangat penting. Negara-negara 
berkembang perlu memperkuat kapasitas lembaga pemerintah, lembaga keuangan, 
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dan lembaga penelitian untuk mengembangkan, mengelola, dan memantau green 
financing. Hal ini termasuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan di bidang 
keuangan hijau, penilaian risiko lingkungan, dan teknologi hijau (Kaufmann et al., 
2005). Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas untuk melakukan analisis biaya-
manfaat dari proyek-proyek hijau dan untuk mengidentifikasi potensi dampak 
lingkungan dan sosial. Peningkatan kapasitas kelembagaan akan memastikan bahwa 
green financing dikelola secara efektif dan bahwa proyek-proyek hijau memberikan 
manfaat yang optimal. 

 
Peran Pemerintah 

Pemerintah memainkan peran krusial dalam memfasilitasi green financing. 
Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi hijau 
melalui kebijakan yang mendukung, kerangka regulasi yang jelas, dan insentif finansial 
(World Bank, 1997). Pemerintah juga harus mengembangkan strategi dan rencana aksi 
hijau yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, 
pemerintah dapat memainkan peran aktif dalam mempromosikan green financing 
melalui penyediaan informasi, peningkatan kesadaran, dan fasilitasi kerja sama antara 
pemangku kepentingan (World Bank, 2005). Pemerintah juga perlu memastikan 
bahwa proyek-proyek hijau dikelola secara transparan dan akuntabel. 

 
Peran Lembaga Keuangan 

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya 
finansial untuk proyek-proyek hijau. Lembaga keuangan harus mengembangkan 
produk-produk green financing yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan investor 
dan proyek. Ini termasuk green bonds, pinjaman hijau, ekuitas hijau, dan investasi 
dampak lingkungan (Taylor et al., 2008). Lembaga keuangan juga perlu 
mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di bidang penilaian risiko lingkungan 
dan keuangan hijau. Selain itu, lembaga keuangan harus bekerja sama dengan 
pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta untuk mempromosikan green 
financing (World Bank, 2007). Lembaga keuangan harus memastikan bahwa investasi 
mereka selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan bahwa mereka 
memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. 

 
Peran Sektor Swasta 

Sektor swasta merupakan pemain kunci dalam mengimplementasikan proyek-
proyek hijau dan menarik investasi hijau. Sektor swasta harus mengidentifikasi 
peluang investasi hijau dan mengembangkan proyek-proyek yang layak secara 
finansial dan memberikan manfaat lingkungan (Shrivastava, 1995). Sektor swasta juga 
harus memastikan bahwa operasi mereka berkelanjutan dan bahwa mereka mematuhi 
standar dan regulasi lingkungan. Selain itu, sektor swasta harus bekerja sama dengan 
pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga penelitian untuk mempromosikan green 
financing dan mengembangkan teknologi hijau. Sektor swasta harus mengadopsi 
praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (The Lancet, 
2017). 

 
Tantangan dan Batasan 
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Meskipun green financing menawarkan potensi besar, sejumlah tantangan dan 
batasan perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kerangka regulasi 
yang konsisten dan komprehensif di banyak negara berkembang. Hal ini dapat 
menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan meningkatkan risiko greenwashing. 
Tantangan lain adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan, termasuk kurangnya 
keterampilan dan pengetahuan di bidang keuangan hijau, penilaian risiko lingkungan, 
dan teknologi hijau (Kaufmann et al., 2005). Selain itu, kurangnya kesadaran akan 
manfaat investasi hijau dapat menghambat pertumbuhan green financing. Tantangan 
lainnya adalah tingginya biaya awal proyek-proyek hijau dan kurangnya akses ke 
pembiayaan yang terjangkau. 

Batasan utama dari penelitian ini adalah keterbatasan data. Ketersediaan data 
tentang green financing di negara berkembang masih terbatas, terutama data yang 
komprehensif dan terperinci. Hal ini menyulitkan untuk melakukan analisis yang 
mendalam tentang efektivitas green financing dan untuk mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Batasan lain adalah kompleksitas isu. Green financing 
melibatkan berbagai aspek, termasuk keuangan, lingkungan, sosial, dan kebijakan. Hal 
ini membuat sulit untuk melakukan analisis yang komprehensif dan untuk 
mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Selain itu, perbedaan konteks antar 
negara berkembang juga menimbulkan tantangan dalam generalisasi temuan 
penelitian. 

 
Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang 
efektivitas green financing dalam mendukung transisi ekonomi berkelanjutan di 
negara berkembang. Pertama, penelitian ini memberikan tinjauan komprehensif 
tentang konsep green financing, instrumen, dan peranannya dalam mendukung 
pembangunan berkelanjutan (Taylor et al., 2008). Kedua, penelitian ini 
mengidentifikasi peran kunci dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk 
pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, dalam mempromosikan green 
financing. Ketiga, penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi dalam 
mengembangkan dan mengimplementasikan green financing di negara berkembang, 
termasuk kurangnya kerangka regulasi yang mendukung, keterbatasan kapasitas 
kelembagaan, dan kurangnya kesadaran akan manfaat investasi hijau. Keempat, 
penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan 
efektivitas green financing di negara berkembang, termasuk pengembangan kerangka 
regulasi yang komprehensif, pemberian insentif finansial, dan peningkatan kapasitas 
kelembagaan. 

 
Arah Penelitian Lanjutan 

Penelitian ini membuka jalan bagi penelitian lanjutan di masa depan. Beberapa 
arah penelitian yang potensial meliputi: (1) Analisis yang lebih mendalam tentang 
dampak green financing terhadap indikator pembangunan berkelanjutan, seperti 
pengurangan emisi GRK, peningkatan akses energi terbarukan, dan peningkatan 
kualitas lingkungan (Lipper et al., 2014). (2) Studi kasus yang lebih mendalam tentang 
keberhasilan dan kegagalan implementasi green financing di berbagai negara 
berkembang, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. (3) 
Penelitian tentang peran teknologi dalam mendorong green financing, termasuk 
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penggunaan teknologi digital, blockchain, dan kecerdasan buatan dalam memfasilitasi 
investasi hijau (Vanolo, 2013). (4) Analisis tentang peran green financing dalam 
mendukung transisi ke ekonomi sirkular dan ekonomi berbasis bio (Food in the 
Anthropocene, 2019). (5) Penelitian tentang bagaimana meningkatkan keterlibatan 
masyarakat lokal dalam proyek-proyek green financing dan memastikan manfaat yang 
adil bagi semua pihak (Naraya et al., 2000). 

 
Kesimpulan  

Green financing merupakan instrumen yang sangat penting untuk mendukung 
transisi ekonomi berkelanjutan di negara berkembang. Dalam konteks perubahan 
iklim yang mendesak dan kebutuhan untuk pembangunan yang berkelanjutan, green 
financing menawarkan solusi yang menjanjikan untuk membiayai proyek-proyek 
ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mempromosikan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif (World Bank, 2009). Namun, untuk 
memaksimalkan efektivitasnya, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan 
terkoordinasi. Hal ini melibatkan pengembangan kerangka regulasi yang mendukung, 
pemberian insentif finansial yang memadai, dan peningkatan kapasitas kelembagaan 
(Kaufmann et al., 2005). Pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta harus 
bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi hijau. 
Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, green financing dapat 
memainkan peran krusial dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan 
berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. 

Transisi menuju ekonomi berkelanjutan tidak hanya merupakan kebutuhan 
lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi yang signifikan. Investasi hijau dapat 
menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi teknologi, dan meningkatkan 
daya saing ekonomi (Schot & Steinmueller, 2018). Dengan mengadopsi pendekatan 
yang komprehensif dan berorientasi pada masa depan, negara-negara berkembang 
dapat memanfaatkan potensi penuh green financing untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan green financing bergantung pada 
komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Ini termasuk komitmen 
untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung, menyediakan sumber daya 
finansial yang memadai, dan membangun kapasitas yang diperlukan. Selain itu, 
transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan green 
financing. Dengan memastikan bahwa proyek-proyek hijau dikelola secara efektif dan 
memberikan manfaat yang optimal, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih 
hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. 

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam 
mengatasi tantangan pembangunan. Selain green financing, kebijakan lain seperti 
investasi pada infrastruktur berkelanjutan (Calderón & Servén, 2004), peningkatan 
kualitas pendidikan (Saito et al., 1994), dan penguatan tata kelola (O’Donnell, 1993; 
Kaufmann et al., 2005) juga memainkan peran penting dalam mendukung transisi 
ekonomi berkelanjutan. Pendekatan yang terintegrasi ini akan memastikan bahwa 
pembangunan ekonomi sejalan dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan 
kesejahteraan sosial. 

Dalam jangka panjang, keberhasilan green financing akan tergantung pada 
perubahan mendasar dalam pola pikir dan perilaku. Masyarakat perlu lebih sadar akan 
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pentingnya pembangunan berkelanjutan dan dampak dari pilihan konsumsi dan 
investasi mereka. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memainkan peran 
penting dalam mempromosikan kesadaran lingkungan dan memberikan pendidikan 
tentang isu-isu keberlanjutan. Selain itu, sektor swasta harus mengadopsi praktik 
bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Shrivastava, 1995). 
Hanya dengan perubahan mendasar ini, green financing dapat menjadi kekuatan 
transformatif yang mendorong perubahan menuju ekonomi yang lebih hijau dan 
berkelanjutan. 

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa green financing bukan hanya alat 
finansial, tetapi juga katalisator perubahan. Ini adalah cara untuk membangun masa 
depan yang lebih baik, di mana pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perlindungan 
lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan terus berinvestasi dalam 
green financing dan mengatasi tantangan yang ada, negara-negara berkembang dapat 
memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan bagi 
semua. 

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam 
memahami peran krusial green financing dalam mendukung transisi ekonomi 
berkelanjutan di negara berkembang. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip 
yang diuraikan dalam penelitian ini akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan dan memastikan masa depan yang lebih hijau dan 
sejahtera bagi semua. 
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